
• ' . 

Menimba.ng 

Mengingat 

MENTER! KESEHATAN 
REPUBLIK INOONESIA 

* 
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR :360/MENKES/PER/V/1989 

TENT ANG 

PELAKSANAAN MASA BAKTI · BAGI DOKTER DAN DOKTER GIGI 

DILINGKUNGAN DEPARTEMEN · PERTAHANAN KEAMANAN DAN 

ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA 

MENTER! KESEHATAN REPUBLIK _INDONESIA, 

v 

: _a. _bahwa dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan · kepada 

masyarakat, dokter dan dokter gigi yang baru lulus, wa ­

jib menjalankan masa bakti dalam waktu tertentu pada 

sarana kesehatan yang d~tetapkan ol eh Pemerintah; 

b. bahwa masa bakti dokter dan dokter gigi di lingkungan 

Departemen Pertahanan Keamanan dan Angkatan Bersenjata 

Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan dalam rera­

turan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1988 tentang Masa Bakti 

dan Praktek Dokter dan Dokter Gigi, perlu diatur ter­

sendiri; 

c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut diatas 

\ perlu ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang 

Pelaksanaan Masa Bakti Bagi Dokter dan Dokter Gigi 

Dilingkungan Departemen Pertahanan Keamanan dan Ang­

katan Bersenjata Republik Indonesia. 

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang . Pokok-Pokok 

Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 131, Tam­

bahan Lembaran Negara Nomor 2068); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1961 tentang Wajib Kerja 

Sarjana (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 207, Tam­

bahan Lembaran Negara Nomor 2270); 
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3 .. Undang-Undang Nomor 6 .Tahun 1963 tentang Tenaga Kese­

hatan (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 79, Tambahan 
• 

Lembaran Negara Nomor 2576); 

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan­

Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik 

Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 51, Tam­

bahan Lembaran Negara Nomor 3234), yang telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 1 Ta-hun 1988 tenta.ng Pe­

rubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 ten­

tang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan 

Negara . Republ i k Indonesia (Lembaran ~egara Tahun 

1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368); 

5. Undang-Undang Nomo r 2 Tahun 1988 tentang Prajurit 

Angkatan Bers enjata Republik Indonesia (Lembaran~ 

Negara Tahun 1988 Nomor 4, Tambahan Lembaran Ne­

gara Nomor 3369); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1988 tentang 

Masa Bakti dan Praktek Dokter dan Dokter Gigi 

(Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 1, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 3366); 

7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

·Nomor 385/MENKES/PER/V/1988 tentang Pelaksanaan 

Masa Bakti dan Izin Praktek Bagi Dokter Umum dan 

Dokter Gigi. 

Pertimbangan Menteri Pertahanan Keamanan dalam surat 

Nomor B/599/M/IV/1989 tanggal 28 April 1989 dan Per­

timbangan Panglima Angka tan --Bersenj ata Republ ik In­

donesia dalam surat Nomor K/314 - 03/01/21/Spers tang­

gal 11 Mei 1989 tentang Pelaksanaan Masa Bakti Bagi 

Dokter dan Dokter Gigi di lingkungan Departemen Per­

tahanan Keamanan dan Angkatan Bersenjata Republik 

Indonesia. 
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M E M U T U S K A N 

:.PERATURAN MENTER! KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG 

PELAKSANAAN MASA BAKTI BAGI DOKTER DAN DOKTER GIGI ::DI 

LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERTAHANAN KEAMANAN DAN ANG­

KATAN BERSENJATA REPUBLIK. INDONESIA. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam peraturan ini yang dimaks~d dengan : 

a. Dokter dan dokter gigi adalah dokter umum dan dokt e r 

gigi termasuk dokter spesialis dan dokter gigi spe­

sialis; 

b. Surat Penugasan adalah surat yang diterbitkan oleh 

Menteri Kesehatan atau pejabat yang ditunjuk untuk 

mernberikan kewenangan melakukan pekerjaan dokter 
~ 

dan dokter gigi dalarn rangka pelak~aria~n rnasa bakti; 

c. Surat Izin Praktek (SIP) adalah izin yang diberikan 

kepada dokter dan dokter gigi untuk rnenjalankan prak­

tek setelah mernenuhi persyaratan; 

d . . Masa Bakti adalah pengabdian profe~i dokter dan dokter · 

gigi dalam rnenjalankan tugas yang diberikan -oleh Pern~­

rintah pada· suatu unit pelayanari kesehatan Departernen 

Pertahanan Keamanan ~ dan Angkatan Bersenjata- Republik 

Indonesia; 

e. Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ada­

lah warga negara yang memenuhi persyaratan yang diten­

tukan dalam peraturan perun-dang·-undangan- ·dan diangkat 

oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdik~n diri da­

lam tisaha pembelaan negara dengan menyanda~g senjata, 

rela berkorban jiwa raga dan berperan serta dalam pern­

bangunan nasional serta tunduk kepada hukurn tentara; 
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f. Prajurit Karier adalah prajurit- Tentara Nasional Indonesia Ang­

katan Darat, prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, 

praj uri t Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara .dan praj uri t 

Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang dengan sukarela men­

j alani dinas keprajuritan secara purna waktu berdasarkan ikatan 

dinas dalam jangka waktu sekuran~-kurangnya 10 (sepuluh) tahun 

yang dapat diperpanjang; 

g. Prajurit Wajib adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia Ang­

katan Darat, prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut 

dan prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara, yang 

menjalani dinas keprajuritan secara purna waktu ~elama 2 (dua ) 

tahun, karena diwajibkan berdasarkan undang-undang; 

h. Pegawai Negeri Sipil (PNS) Departemen Pertahanan Keamanan ada­

lah Pegawai Negeri Sipil Departemen Pertahanan Keamanan yang 

ditugaskan bekerja di Departemen Pertahanan Keamanan dan An~­

katan Bersenjata Republik Indonesia; 

i. Pegawai Negeri Sipil (PNS) Departemen Kesehatan yang dipeker­

jakan adalah PNS Departemen Kesehatan yang ditugaskan melak­

sanakan masa bakti atau yang ditugaskan bekerja di lingkungan 

Departemen Pertahanan Keamanan dan Angkatan Bersenjata Repu­

blik Indonesia; 

j. Depkes adalah Departemen Kesehatan; 

k. Dephankam adalah Departemen Pertahanan Keamanan; 

1. ABRI adalah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. 

BAB II 

PENGAJUAN KEBUTUHAN 

Pasal 2 

(1) Pengajuan kebutuhan tenaga dokter dan dokter gigi untuk kepen­

tingan Dephankam dan ABRI, disampaikan oleh Dephankam untuk 

setiap tahun anggaran kepada Depkes sesuai dengan kebutuhan. 
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(2) Dokter dan dokter gi-gr sebag.aimana d-im-aksud dalam ayat (1) di-
' ajukan untuk diangkat menjadi 

a. Prajurit Karier; 

b. Prajurit Wajib; _ 

c. PNS~Dephankam; 

d. PNS Depkes · yang dipekerjakan. 

(3) Pe~syaratan umum dan persyaratan_ lainnya untuk menjadi Prajuri t 

Karier, Prajurit Waj.ib, atau PNS Dephankam, yang berlaku di ling ­

kungan Dephankam dan ABRI, diberlakukan terhadap ketentuan seba-
, ' . 

gaimana dimaksud ayat (2) huruf a, b, dan c. 

Pasal 3 

Menteri Kesehatan mengatur - terpenuhinya kebutuhan dokter dan dokter 

gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. 

BAB III 

PELAPORAN DAN PENUGASAN 

Pasal 4 

Pimpinan Perguruan Tinggi ~ajib melaporkan secara tertulis mahasiswa 

Fakultas Kedokteran/Kedokteran Gigi yang mendapat bea siswa ABRI, ke­

pada Depkes dalam hal ini Biro Kepegawaian-. 

Pasal 5 

(1) Dokter dan dokter gigi yang diangkat menjadi .Prajurit Karier me­

lalui bea siswa ABRI, wajib melengkapi persyaratan administrasi 

yang telah ditetapkan Depkes. 

(2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di­

kirimkan kepada Depkes melalui Dephankam untuk me~dapatkan Surat 

Penugasan. 

Pasal 6 

Surat Penugasan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat · (2), wajib dimiliki 

oleh setiap dokter dan dokter gigi yang diangkat sebagai 

a .. Prajurit Karier, yang tidak melalui bea siswa ABRI; 

b. Prajurit Wajib; 

c. PNS Dephankam;dan 

d. Dokter dan Dokter gigi PNS Depkes yang dipekerjakan. 
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BAB IV 

MASA BAKTI 

Bagian Pertama 

Pelaksanaan 

Pa.sa1 · 7 

(1) Masa Bakti dokter dan dokter gigi di lingkungan Dephankam dan 

ABRI dilaksanakan- melalui 

a. Prajurit Karier; 

b. Prajurit Wajib; 

c. PNS Dephankam ;atau . ' 

d. PNS Depkes yang dip ekerjakan . 

(2) Pelaksanaan mas a bakt i sebagaimana dimaksud ayat (1) berpe­

doman pada ketentuan -ke tentuan yang d it~tapkan Depkes. 

Bagian Kedua 

Pengangkatan 

Pasal 8 

(1) Pengangkatan dokte r dan dokter gigi sebagai Prajurit Karier 

dan Prajurit Wajib dilaksanakan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang be r laku . 

(2) Pengangkatan dokter dan do kter gigi sebagai PNS Dephankam 

dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku, setelah memiliki Surat Penugasan dan belum 

ditunjuk menjalani masa bakti oleh Depkes. 

Pasal 9 

(1) Dokter dan dokter gigi yang dipanggil untuk menjalani dinas 

keprajuritan sebagai Prajurit Wajib, harus menyerahkan keleng­

kap~~ berkas kepegawaiannya kepada Depkes. 

(2) Dokter dan dokter gigi yang menjalani dinas keprajuritan seba­

gai Prajurit Wajib, · diangkat sebagai calori PNS Depkes. 

(3) ·Status dokter dan dokter gigi sebagai Calon PNS Depkes sebagai­

mana dimaksud dalam ayat (2) dibatasi selama menjalani dinas 

kepiaj~ritan sebagai Prajurit Wajib, s~lama-lamanya 2 (dua) 

tahun. 
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Pasal - 10 

Dokter dan dokter gigi PNS Depkes dapat dipekerjakan di lingkungan 

Dephankam dan ABRI untuk melaksanakan masa bakti maupun dalam rang­

ka penugasan, sesuai dengan permintaan Dephankam . 

Bagian Ketiga 

Status Kepegawaian 

Pasal 11 

(1) Dokter dan dokter gigi yang diangkat sebagai PNS Dephankam 

berkedudukan sebagai PNS Dephankam. 

(2) Dokter dan dakter gigi yang diangkat sebagai Prajurit Wajib 

berkedudukan sebagai Calon PNS Depkes yang dipekerjakan di 

lingkungan Dephankam dan ABRI. 

Pasal 12 

(1) Dokter dan dokter gigi yang telah selesai menjalani dinas 

keprajuritan sebagai Prajurit Wajib, diangkat rnenjadi PNS ' 

Depkes. 

(2) Dokter dan dokter gigi sebagaimana dimaksud dalarn ayat (1): 

a. Dibebaskan dari kewajiban rnengikuti Latihan Pra Jabatan 

yang bersi£at urnum ; 

b. Kepangkatan dan masa kerjanya ditetapkan berdasarkan per­

aturan perundang-undangan yang berlaku . 

Bagian Keempat 

Perhitungan Masa Bakti 

Pasal 13 

Masa dinas keprajuritan dokter dan dokter gigi selama menjadi 

Prajurit Wajib, diperhitungkan- sebagai pelaksanaan masa bakti. 

Pasal 14 

Lamanya masa bakti dokter dan dokter gigi PNS Depkes yang di­

pekerj akan . di lingkungan Dephankam dan ABRI, berpedoman pada 

ketentuan-ket~ntuan y~ng berlaku di lingkungan Depkes. 
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Bagian Kelirna. 

Pengernbangan Karier 

Pasal 15 

(1) Dokter dan dokter gigi yang telah selesai rnelaksanakan rnasa 

bakti, baik sebagai Prajurit Wajib at~ti sebagai PNS · D~pkes 

yang dipekerjakan, dapat diberi kesernpatan untuk rnelanjut-

kan rnengernbangkan karier sebagai 

a. Prajurit Karier; 

b. PNS ·Dephankarn ; 
' I 

c. PNS Depkes yang dipekerjakan; 

d. PNS Depkes yang ditugaskan kembali di lingkungan Depkes. 

(2) Ketentuan sebagairnana dirnaksud dalarn ayat (1) dilaksanakan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

BAB V 

IZIN PRAKTEK DAN PEMBINAAN 

Pasal 16 

(1) Dokter d~n dokter gigi dalarn menjalani rnasa bakti di ling-

kungan Dephankarn dan ABRI dapat rnelakukan praktek swa$ta 

setelah rnernperoleh Surat Izin Praktek ·(SIP) dari Pejabat 

yang berwenang. 

(2) Perrnohonan SIP sebagairnana dirnaksud ayat (1) dilakukan 

sesuai dengan prosedur- dan tata cara yang berlaku di ling­

kungan Dephankarn dan ABRI dengan rnernperhatikan persyaratan 

adrninistrasi sebagairnana yang ditetapkan Depkes. 

Pasal 17 

Pernbinaan dokter dan dokter gigi . sebagai J.'NS :: Depkes .. yarrg·:" 

dipekerjakan; secara teknis rnedis dan ~drninistrasi dilaksanakan 

· oleh Depkes. 
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BAB VI 

S A N K S I 

Pa.sal 18 

• Dokter dan dokter gigi yang selam~ melaksanakan .masa bakti 

dilingkungan Dephankam dan ABRI, melakukan .pelanggaran ter·-:_ 

hadap keteniuan sebagaimana diatur dalam peratur~n ini di­

kenakan sanksi sesuai dengan peraturan· perundang-undangan 

yang berlaku. 

BAB VII 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 19 

Dengan berlakuny~ Peraturan Menteri 1n1, dokter dan dokter 
' gigi yang sedang menjalani masa bakti sebagai Prajurit Wa-

j ib, tetap rnenyelesaikan status kepegawaiannya sebagai 

Calon PNS Depkes sesuai dengan ketentuan sebagaimana di­

rnaksud Pasal 9 ayat (2). 

BAB VIII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 20 

Peraturan Menteri ini rnulai berlaku pada tanggal ditetapkan . 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengun­

dangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam 

Berita Negara Republik Indonesia. 

:JA-KAR_TA 

:26 Mei 1989 

I _NDONESIA, 


